
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.676, 2017 KEMENPERIN. SNI Minyak Goreng Sawit. 

Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17/M-IND/PER/5/2017 

TENTANG 

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN 

PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT 

SECARA WAJIB 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan 

pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak 

Goreng Sawit secara wajib, telah dilakukan evaluasi 

terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk 

berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 

53/M-IND/PER/6/2014 tentang Penunjukan Lembaga 

Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan 

Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak 

Goreng Sawit secara Wajib;  

  b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali 

penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk 

melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Minyak 

Goreng Sawit; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga 

Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan 

www.peraturan.go.id



2017, No.676 -2- 

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng 

Sawit Secara Wajib; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6016); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 

  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ 

PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang 

Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 308); 

  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/ 

PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1553) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100/M-IND/ 

PER/11/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 
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Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1776); 

  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ 

PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA 

PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN 

DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 

MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan 

komposisi utama trigliserida berasal dari minyak sawit, 

dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk 

hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses 

pemurnian dengan penambahan vitamin A. 

2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Minyak Goreng 

Sawit, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Minyak Goreng 

Sawit adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu 

memproduksi Minyak Goreng Sawit sesuai dengan 

persyaratan SNI 7709:2012. 

3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat 

LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan 

sertifikasi produk. 

4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang 

melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Minyak 

Goreng Sawit sesuai metode uji SNI 7709:2012. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perindustrian. 

6. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat 

Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. 
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7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur 

Jenderal yang membina Industri Agro, Kementerian 

Perindustrian. 

8. BPPI adalah Badan Penelitian dan Pengembangan 

Industri, Kementerian Perindustrian. 

9. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian. 

 

Pasal 2  

(1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi 

terhadap Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan 

SNI 7709:2012. 

(2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan 

pengujian kesesuaian mutu terhadap Minyak Goreng 

Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2012. 

(3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3  

(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas 

permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan 

perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar 

instansi teknis. 

(2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berlaku untuk: 

a. penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; 

dan/atau 

b. pengawasan atas pelaksanaan pemberlakuan SNI 

7709:2012 secara wajib. 
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Pasal 4  

(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi 

dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina 

Industri dan Kepala BPPI. 

(2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan 

LSPro, berupa: 

1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan 

SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; 

2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan 

pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan 

3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan 

akreditasi LSPro; 

b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan 

Laboratorium Penguji, berupa: 

1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas 

pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah 

dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; 

2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian 

Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan 

3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan 

akreditasi Laboratorium Penguji. 

(3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus 

disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut: 

a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan 

SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus 

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal keputusuan penerbitan, 

pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak 

Goreng Sawit; dan 

b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan 

pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit dalam 
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